
PEMERINTA,H KABUPATEN KA"TINGAN
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PERATUIq.AN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4T TAHUN 2OO(}

TENTANG

URAIAN TUGAS SiTAF AHLI BUPATI KATINGAN

DENGAN RAHNflAT TUHAN YANG ]UIAHA ESA

Menimbang

BUF'ATI KATINGAN,

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok da-n fungsi Staf

Ahli Bupati Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaien Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sek:relariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat baerah Kabupaten Katingan, maka dipandang perlu

menetapkan uretian tugas Staf Ahli Bupi:ti Katingan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan

Peraturan BuPati Katingan.

Mengingat Undang - Undilng Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegiwaian ::'ebagaimana telah diullah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perub;ahan Atas Undang - Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pol.tok - Pokok Kepegawaian

(Lembaran Nergara Republik lndonesiia Tahun 1999 Nomor 169'

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Undang - Unclang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupiten Kallingan, Kabupaten Serr.tyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lanrandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupalen Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahr-rn 2OA2 Nomor 18, Tiambahan Lembaran Negara

Republik lndonersia Nomor 4180);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 20r[)3 tentang Keuangan Negara

(Lembiran Negira Republik Indonesiia Tahun 2003 Nomor 47,

iambahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang - Undiang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
NegarJ (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lernbaran Negara Republlik lndonesia Nomor 4355);

Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (l-embaran Negara Republik

lndonesia Tahrln 2OO4 Nomor 53, Tiambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor  3B9);

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemberran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana terlah diubah dengan Undiang - Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Peraturan Penrerintah Pengganti Undang - Undang
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Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 teniang Pernerintahan Daerah menjadi

Undang - UnOa'ig lLembaran Neglra Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 108, iamOanan Lembararl'Negara Nomor 4548)'

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12

Tahun 2008 te.tang Perubahai Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahrurn zbo+ tentang pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repur,iik lndonesia tlfrun 20OB Nomor 8' Tambahan

Letbaran Negerra Republik lndonesia Nomor 4844);

T.Unoanguno"ngNomor33Tahun2004tentangPerimbangan
Keuangan AntarJ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(lemnrran N"t;iu Repubtik_tndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan LemLaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)''

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tathun 1994 tentang Jabatan

Fungsionar p.gr;ri- ttegeri sipit (l-embaran .Negara Republik

lndonesia TahJn 1994 Nbmor 22, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 1547)'
g. peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

PengangkatanPegawaiNegerisipilD3lamJ.abatanStruktural
(lerinaLn ruegara" nepublik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndoresia Nomor 4018)'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOmor 13

Tahun zooz iiiniing pengangkatan pegawai Negeri sipil Dalam

Jabatan Struktrural [temniran Negarzr Republik- lndonesia Tahun

2002 Nomor eii, Tambahan Lembiran Negara Republik lndonesia

Nomor 4194)',

l0,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah 1t-emnaran Nelara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

1G5, Tambahan Lembarin Negara Repr.rblik lndonesia Nomor 4593 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talrun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah l<Labupaten i Kota (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2aoTNomor32,Tambahan
l_eribaran I.iege,ra Republik lndonesia Nomor 4737)',

12. Peraturan Penrerintah Nomor 41 Tahr-rn 2oo7 tentang organisasi
- 

Perangkat Daerah (Lembaran Negarerr Republik. lndonesia Tahun

2007 Nomo, Sil, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741),
l3.peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200i3 tentang pembagian Urusan

pemerintahan-'7ang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lemtrarai Daerah Kabupatern Katingan Nomor 3 Tahun

2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008i tentang Organisasi dan. Tata

Kerja Sexretaiiat Daerah dan Sekretariart DPRD Kabupaten Katingan

(LembaranDaerahKabupatenKatinganNomor4Tahun2003);
l5.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

PetunjukTeknisPenataanorganisasiPerangkatDaerah.

MEMUTUSKITN:

PERATURAN BUF'ATI KATINGAN TENTI\NG URAIAN TUGAS STAF

AHLI BUPATI KATINGAN
Nflenetapkan :
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BAB I

KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan D,aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah oan opRo menurut asas otonomi dan tugas

pemoantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistem
Orn prinsip N,a[ara' Kesatuan RepuSlik lndonesia sebagaimana

dimaksud datan,r"Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945;
2. pemerintah Daerah adalah Bupati darr perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. perangkat OaeiJf, adalah Organisasi I Lembaga pada-Pemerintah

Daera6, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD' Dinas

Daerah dan Lentbaga Teknis Daerah;

4. Bupati adalah BuPati Katingan;

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Katingan;

6. staf Ahli Bidang Hukum adalah staf Alrli yang membidangi Hukum

dan Politik;
7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan adalah

Pemerintahan dan Pembangunan;
Staf Ahli Yang membidangi

membidangi Sosial;
Ahli yang membidangl

adalah Staf Ahli Yang

L Staf Ahli Bidang Sosial adalah Staf Ahli yang

9. Staf Ahli Bidang Pendidikan adalah Staf

Pendidikan;
'10. Staf Ahli Bidarng Ekonomi Kerakyatian

membidangi Ekonomi KerakYatan;

1 1. Peraturan Bupati selanjutnyi disenut Perbup adalah Peraturan Bupati

Katingan;
12.Uraian Tugas aclalah uraian tugas staf Arhli Bupati Katingan.

BAB II

JUMLAH DAN PEMBIDANGAN
STAF AHLI BUPATI K,ATINGAN

Pasal 2

Jumlah dan Pemkridangan Staf Ahli Bupati Katingan, terdiri 5 (limai

Bidang yaitu :

1. Staf Ahli Bidang Hukum;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Sosial;
4. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan;

Pasal 3

untuk kelancaran l,ioordinasi dan pendaya$unaan staf ahli sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 di atas, lingkup tugas Staf Ahli sebagai berikut :

1. Staf Ahli Bidang llukum dengan konsentrasi :

a. Hukum;
b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindurngan Masyarakat;

c. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;



d. Penerangan, Pers I Media;

e. Pengawasan.

2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dengan konsentrasi :

a. Otonomi Daerah;
b. Penyelenggariaan Kewenangan Daeralr;

c. Hublngan dengan lnstansi Vertikal;

d. AParatur Pemerintah;
e. Pemerintahan Umum dan Desa;

f. Pertanahan;
g. Kependudukan dan Catatan Sipil;

h. Perencanaan Fembangunan dan Statistik;

i. Penelitian dan Pengembangan;
j. Prasarana dan sarana umum,

k. Pekerjaan Umum;
l. Perhubungan, lnformatika dan Komunikasi;

m. Lingkungan HitJuP'

3. Staf Ahli Bidang {iosial dengan konsentrersi '

a. Agama;
b. Sosial;
c. Kesehatan;
d. PemberdaYaan MasYarakat;
e.PemberdayaarnPerempuandanKeluargaBerencana;
f . Perumahan dtirn Pemukiman;

4.stafAhliBidangPendidikandengankonsentrasi:
a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihetn;

b. Pemuda dan Olahraga;
c. Pendidikan;
d. Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumerrtasi;

e. Kebudayaan clian Pariwisata'

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dengan konsentrasi .

a. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;

b. Tenaga Kerja rJan Transmigrasi;

c. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;
Pertanian;
Kehutanan;
Kelautan dan Perikanan;
Pertambangan dan Energi;
Penanaman tVlodal;
pengembangarn Dunia usaha dan Badan Usaha Milik Daerah.

d.
E-
T 

.

g.

h.

i.

BAB III

IKHTISAR JABATAN DAN LIRAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
STAF AHLI BIDANG HUKUM

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai Hukum dan Politik
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Pasal 5

untuk melaksanakeln tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 4' staf

Ahli Bidang Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulxan, menboun dan meny-usun bahan kebijakan daerah di

bidanghukum'rianp"otitiksebagaibahelnpertimbanganBupatidalam
rangka *"ngrttbil kebijakan di bidang hukum dan politik'

b.MenyusuntelaalranoerupaSarandanpendapatdi'bidanghukumdan
politik xepaoa- erputi 'baik diminta atau tidak sebagai bahan

pertimbangan Eupaii drtr* rangka mengambil kebijakan di bidang

hukum dan Politik;
c. Memberikan p"riXitrn dan Pertimbangan di bidang hukum dan.politik

baik tertulis maupun langsung keplada . -Bupati 
sebagai bahan

pertimbangan Elupati dalarn meigambil kebijakan di bidang hukum

dan Politik;
d. Mewakili Bupati Katingan untuk menghadiri acala atau kegiatan yang

ada kaitannv, Jung;n"nioung hukum dan politik berdasarkan perintahl

penugasan Bupati;
e. Melaporkan oan mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas baik

secara tisan mauprn r"irt, tertulis mele;rlui Sekretaris Daerah;

f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan lnstansi I SKPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan yang berkaitan dengan

bidang tugasnYet;
g. Melakukan *o;itorlng, evaluasi, analisa, pengkajian din pelaporan
" 

untuk bahan Bupati Oiiam mengambil kelrbijakan dan keputusan;

h Mengoret<si Pidato Bupati / W;kil Bupati sesuai dengan bidangnya

seba-.gai bahan pertimbangan Bupati / Wakil Bupati;

i. Melaksanakan i,rg;t lain lang diberikan Bupati sesuai dengan bridang

tugasnYa.

Bagian Keduia
S]IAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 6

staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai Pemerintiahan dan Pembangunan

Pasal 7

Untuk melaksanakain tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6, Staf

Ahli Bidang Pemerirntahan mempunyai uraiarr tugas sebagai berikut l
a. Mengumpulkan, mengolah dan- menyusun bahan kebijakan daerah

bidang Pemerintahin dan Pemhrangunan sebagai bahan

pertimbangan Elupati dalam rangka mengambil kebijakan di bidang

pemerintahan dian Pembangunan;
b. M"nyrrrn telaa6an berupa saran dan pendapat bidang pemerintahan

dan pembangunan kepada Bupati bail< diminta atau tidak sebagai

bahan pertimbangan Bupati dalam rarrgka mengambil keb'rjakan di

bidang pemerintahan dan pembangunan,

c. frlemOeriXan Pennikiran dan Pertimbangan di bidang pemerintahan dan

pembangunan baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai
'batran pL.timbrngan Bupati daiam mengambil kebijakan di bidang

pemerintahan dan Pembangunan;
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f.

d.

e.

g

h.

Mewakili Bupati Katingan untuk menghadiri acara atau kegiatan yang

,ou 
-lritrnnv, 

oeng"an bidang pemerrintahan dan pembangunan

n"iOutrtxan perintahl penugasan Bupati;

Melaporkan darr *"ngootiinasikan hrasil pelaksanaan tugas baik

secara lisan maupuni"".rt, tertulis melalui Sekretaris Daerah;

Meraksanakan konsurtasi dan koordinnsi dengan lnstansi / SKPD

lingkup Pemerintat'', 
-['an,put"n 

Katingian yang berkaitan dengan

bidang tugasnYaL;

Melakukan monitoring, evaluasi, analisst, pengkajian dan pelaporan

untuk bahan Bulrati Oaiam mengambil kebijakan dan.keputusan;

nrrengoret si picjiato Bupati I wlxil Bupati sesuai dengan bidangnya

seba-gai bahan ;rertimbangan Bupati / Wakil Bupati;

Melaksanapan tugas lain lang diberikan Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Ketig;a
STAF AHLI BIDANG SOSIAL

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Sc,sial mempunyai tugas rnemberikan telaahan mengenai

Sosial

Pasal 9

Untuk melaksanakian tugas sebagaimana rjimaksud dalam Pasal 8' Staf

nf..,fi giOung Sosial ,nemfunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan, mengoiah dan menyusun bahan kebijakan daerah

bidang sosial seOagii bahan pertimbangan Bupati dalam rangka

mengambil kebijakan sosial;
b. Menlusun telaathan berupa saran dan prendapat bidang sosial kepada

aupati baik dinrinta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati

dalam rangka kr=bijakan di bidang sosial;

c. Memberikan pu*ititun dan pertimbangian bidang sosial baik tertulis

maupun rrng.ung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati

dalam mengambil kebijakan di bidang sosial;

d. Mewakili Bupati Katingan untuk menghiadiri acara atau kegiatan yang

ada kaitannya clengan nioang sosial berdasarkan perintair/ penugasan

Bupati;
e. Melaporkan darn mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas baik

secara lisan maupun seLata tertulis melalui Sekretaris Daerah;

f. Melaksanakan 'konsultasi dan koordinasi dengan lnstansi / SKPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Katinglan yang berkaitan dengan

bidang tugasnYa;
g. Melaliuka-n ltltonitoring, evaluasi, anali1;a pengkajian dan pelaporan

untuk bahan Bupati Oitam mengambil kr;bijakan dan keputusan;

h. Mengoreksi Piciato Bupati / Wakil Bupr'iati sesuai dengan bidangnya

seba-gai bahan pertimbangan Bupati I W'akil Bupati;

i. Melaksanakan itgrt lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang

tugasnYa.
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Bagian KeemPat
I}TAF AHLI EIONNIE PEI'IDIDIKAN

Pasal 10

StafAhliBidangPendidikanmempunyaitugasmemberikantelaahan
mengenai Perrdidikan

Pasal 11

untuk melaksarnakan tugas sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 10,

staf Ahli Bidiang Pendidikan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan

daerah bictang pendidlkan sebagai bahan pertimbangan Bupati

dalam rangka-mengambil kebijakan pendidikan;

b. ttll"nyrt*i telaahin berupa saran dan pendapat bidang

Pendidikanr kepada Bupati baik dinrinta atau tidak sebagai bahan

pertimbanglanBupatidalamrangkakebrlakandibidang
Pendidikan;

c.Memberikanpemikirandanpertirnbanganbidangpendidikan
baik tertulis maupun langsung ke;pada Bupa!1 sebagai bahan

pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di bidang

pendidikan;
d. Mewakili Bupati Katingan untuk mtlnghadiri acara atau kegiatan

di bidang pr--ndidikan bLrdasarkan prerintah/ penugasan Bupati;

e. wtetaporlin Oan mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas baik

secara lisan mauprn iu.ut, tertulis melalui Sekretaris Daerah;

f. Melaksanal<an konsultasi dan koorcjinasi dengan lnstansi / SKPD

lingkup Pemerintah Kabupaien Katingan yang berkaitan dengan

bidang tugiasnYa;
g. Melakukan monitoring,

pelaporan untuk bahan
evaluasi, analisa, Pengkajian dan

Bupati dalam mengambil kebijakan dan

kepuiusan;
h. Mengoreksi Pidato Bupati / wakil Bupati sesuai dengan

bidailgnya sebagai bahan pertimbangan Bupati / Wakil Bupati;

i. Melaklanakan irgar lain yang ditlerikan Bupati sesuai dengan

bidang tugiasnYa

Bagian Kelima
STAF AHLI BIDANG EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 121

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan mernpunyai tugas memberikan

telaahan mengenai ekonomi kerakyatan'

Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas sebagaim;rna dimaksud dalam Pasal 12,

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan mempunyai -uraian tugas

sebagai berikutt :

a. Hlt-engumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan

Oaerlfr bidang ekonomi kerakyatan sebagai bahan pertimbangan

Bupati dalarmiangka mengambil kebijakan ekonomi kerakyatan;



b. Menyusun telaahan berupa saran rJan pendapat bidang ekonomi

[;r;id;i;, kepada'srp;[ baik dinrinta atau tidak sebagai bahan

pertimbangan aupati&l;n1 rangker kebijakan di bidang ekonomi

kerakyatan;
Memberikan pemikiran dan pertrmbangan bif ng ekonomi

kerakyatan nair tertutis maupun langsung kepada Bupati sebagai

bahan perlimoangu"- g,pjti dalain mengambil kebijakan di

bidang ekonomi kerakYatan;
frn"*riifi Bupati fiuiinilrn untuk mranghadiri acara atau kegiatan

;rft- uo, 'r<aitannyJ dengan bidang ekonomi kerakyatan

OerOiasarXern perintahi pen ugasan Elu pati;

Melaporkan dan ,Lrgooroiiasika.n hasil pelaksanaan tugas baik

secara lisan maupun l""utu tertulis melalui Sekretaris Daerah;

Melaksanakan koniultasi dan koorcjinasi dengan ln.qtansi / SKPD

iingLrp pernerintah Kabupaten Katingan yang berkaitan dengan

d.

e.

g
bidang tugiasnYa,

Melakukan monitoring,
pelaporan untuk bahan

evaluasi, analisa, Pengkajian dan

Bupati d?larn mengambit kebijakan dan

keputusan;
nrringoret(si pidato Bupati / V\r'akil Bupati sesuai dengan

bidangnya sebagai bahan pertimbangan Bupati / Wakil Bupati;

Melaksanat<antugaslainyangdiberikanBupatisesuaidengan
bidang tugasnYa.

h

BAB IV
TATA KER.JA

Pasal 141'

(1) Dalam melaks;anakan tugasnya staf l:\hli wajib menerapkan prinsip

koordinasi, ini:egiasi, iiirptitiasi dan sinkronisasi secara vertikal

maupun Horiroritai baik antar Staf l',hli maupun dengan lnstansi/

Satuan Kerja fJerangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi mas;ing-masing

(2) setiap staf Ahli dalam memberikan tt.rlaahannya ditentukan sesuai
'-'dengan bidang tugas mastng-masing, dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah

(3) setiap staf l\hli wajib mengikuti dian mematuhi petunjuk. serta
''' bertanggung J,i*ab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan

menyampaikan laporan secara tepat wiaktu

(4) Dalam melakrsanakan tugasnya hubungan kerja antara staf Ahli

dengan Satuan Kerja f6rangkat De1erah bersifat konsultasi dan

Koordinasi,

(5)MendampingiBupatilWakilBupaticlalamkunjungankerjasesuai
dengan bidang tugas masing-masing'
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BAB V
KETENTUAN PE},IUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Plraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Dritetapkan di Kasongan
pada tanggal, bq Juli 2009

BUPATI KATINGAN,
n
V
t--

DUWEL RAWING

i

i

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, rq Juli 2009

PIt. SEKRET'ARIS DAERAH
KABUPATE:N KATINGAN,

CHRISTANTWiC TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN K.ATINGAN TAHUN 2OOSI NOMOR ..5t
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$T KTA
rl 

^16"'dnrASiB i 
=!'{

KA i*,,r,, ffi

KA"$IJ*SAG

K0ti$rpT0R

I


